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Campur tangan terhadap kepentingan masing-masing rumah tangga
merupakan perbuatan yang tidak pantas, sehingga timbul sikap pembiaran
(permissiveness) berlangsungnya kekerasan di dalam rumah tangga. Sehingga
kekerasan dalam rumah tangga merupakan moralitas pribadi dalam rangka
mengatur dan menegakkan rumah tangga sehingga terbebas dari jangkauan
kekuasaan publik.

Pada perkembangannya kekerasan dalam rumah diatur dalam sebuah
undang- undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
kekerasan di dalam rumah tangga. Dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga
bukan hanya suami, isteri dan anak tetapi termasuk juga orang yang mempunyai
hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan
dan perkawinan yang menetap dalam rumah tangga yang bersangkutan. Termasuk
juga orang yang membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut
(Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004).

Kekerasan dapat terjadi di dalam lingkup anggota rumah tangga secara
keseluruhan, bukan hanya kekerasan suami terhadap isteri. Namun dari data yang
diperoleh baik hasil penelitian maupun laporan kasus dari berbagai lembaga yang
peduli terhadap perempuan, menunjukkan bahwa mayoritas kasus dalam rumah
tangga adalah kekerasan suami terhadap isteri. Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun
2004 menyatakan bahwa: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap
perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan
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pandangan dari pemerintah mengenai KDRT bukan semata-mata merupakan
urusan privat melainkan juga merupakan masalah publik.

Pada umumnya korban lebih banyak memilih perr.:eraian daripada melalui
penyelesaian pidana. Hal ini disebabkan karena korban tidak siap menghadapi
prosedur hukum pidana yang lamban dan tidak menjamin kepastian
hukumnya. Menurut praktiknya sebagian besar dari korban kekerasan dalam
rumah tangga memilih melakukan perceraian, karena dianggap cara termudah
dibanding penyelesaian secara pidana. Walaupun pembiayaan tidak murah serta
konsekuensi yang ditanggung cukup berat terutama dalam menghidupi keluarga
termasuk anak-anak. Namun dibalik perceraian yang dianggap solusi terbaik
menurut istri, tidak semudah seperti yang dibayangkan. Kadang-kadang
ketidaktahuan perempuan atas hak-haknya sebagai istri berakibat “gugat cerai”
dan “gugat nafkah” diajukan terpisah satu sama lain. Sedangkan Hakim Perdata
(PN atau PA) tidak akan menuntut melebihi apa yang diajukan oleh penggugat.
Hal ini berakibat hakim tidak akan menuntut tentang hak gono gini. Meski sudah
ada putusan pengadilan, sering suami tidak menjalankan atau memberi nafkah
anak. Kalaupun melalui sita atas barang suami seringkali terhambat karena barang
yang ada tidak mencukupi.

Selain itu ada kendala non hukum bagi istri yang akan bercerai terutama
bagi istri yang tidak bekerja. Dengan bercerai ia harus menghidupi diri dan anak-
anaknya, jika hakim memutuskan anak-anak berada dibawah pengasuhannya.

Dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 suami berkewajiban memberi hak

nafkah bagi bekas istri dan anak-anaknya. Tapi dalam kenyataannya tidak mudah
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suami, bila istri mendebat suami, dipukul. Kultur di masyarakat suami lebih
dominan pada istri, ada tindak kekerasan dalam rumah tangga dianggap masalah
privasi, masyarakat tidak boleh ikut campur.

Saat ini dengan berlakunya undang-undang anti kekerasan dalam rumah
tangga disetujui tahun 2004, maka tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan
hanya urusan suami istri tetapi sudah menjadi urusan publik. Keluarga dan
masyarakat dapat ikut mencegah dan mengawasi bila terjadi kekerasan dalam
rumah tangga, yang pada akhirnya menmberikan konsuekunsi pada pelaku
kekerasan tersebut untuk menerima hukuman atau pidana sebagaimana diatur
dalam undang-undang.

Melihat konsekuensi tersebut, maka jika seorang suami mendapatkan
hukuman karena melakukan kekerasan terhadap isterinya, sudah pasti ia tidak
dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami. Sebaliknya jika
terjadi perceraian, maka masing—masing hak juga harus terpenuhi. Misalnya

pembagian dari harta gono gini hak asuh anak dan lain sebagainya.

B. Pengertian Dan Penegasan Judul

Untuk mempermudah pengertian dari sebuah karya ilmiah berupa skripsi
maka ada baiknya jika setiap penulis memberikan pengeasan judul dan
pengertiannya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam hal menafsirkan
pengertian dari skripsi yang diajukan oleh Penulis.

Dalam karya iliah ini Penulis memilih judul skripsi : Aspek Hukum
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian.

- Aspek : pandangan terhadap sesuatu yang akan diteliti.
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- Hukum : Seperangkan aturan, norma baik tertulis maupun
tidak terulis
- Kekerasan :Merupakan perbuatan yang mengisyaratkan

adannya tindakan yang melampaui batas dari
keadaan yang normal.

- Dalam Rumah Tangga : Seluruh anggota keluarga yang berada dalam
lingkungan keluarga, isteri, anak, bapak, saudara,
dan juga Pembantu rumah tangga.

- Kematian : Hilangnya jiwa atau nyawa orang lain.

C. Alasan Pemiliban Judul

Isu penindasan terhadap wanita terus menerus menjadi perbincangan
hangat. Salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perjuangan
penghapusan KDRT nyaring disuarakan organisasi, kelompok atau bahkan negara
yang meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi
terhadap perempuan (Convention on the Elimination of All Form of
Discrimination/CEDAW) melalui Undang-undang No 7 tahun 1984. Juga
berdasar Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilahirkan
PBB tanggal 20 Desember 1993 dan telah di artifikasi oleh pemerintah Indonesia.
Bahkan di Indonesia telah disahkan Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang
‘Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga’.

Perjuangan penghapusan KDRT berangkat dari fakta banyaknya kasus

KDRT yang terjadi dengan korban mayoritas perempuan dan anak-anak. Hal ini
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berdasarkan sejumlah temuan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap
Perempuan (Komnas Perempuan) dari berbagai organisasi penyedia layanan
korban kekerasan.

Tanggal 22 September 2004 merupakan tanggal bersejarah bagi bangsa
Indonesia. Pada tanggal tersebut, perjuangan perempuan Indonesia, terutama yang
tergabung dalam Jaringan Advokasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap
Perempuan (Jangka-PKTP), yang merupakan gabungan LSM perempuan se-
Indonesia, membuahkan hasil disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga menjadi UU.

Kedua, faktor Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi, dimana
diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi perempuan untuk bekerja
mengakibatkan perempuan (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika
suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan. Ketiga,
faktor beban pengasuhan anak dimana istri yang tidak bekerja, menjadikannya
menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak
diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalah-kan istri sechingga tejadi
kekerasan dalam rumah tangga. Keempat yaitu faktor wanita sebagai anak-anak,
dimana konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum,
mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala
hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan
kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar
menjadi tertib, Kelima faktor orientasi peradilan pidana pada laki-laki, dimana

posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh
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suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya
sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak
hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang
bertindak dalam konteks harmoni keluarga.

Penerapan sistem itu telah meluluh-lantakkan sendi-sendi kehidupan asasi
manusia. Dari sisi ekonomi misalnya, sistem kapitalisme mengabaikan
kesejahteraan seluruh umat manusia. Sistem ekonomi kapitalistik menitikberatkan
pertumbuhan dan bukan pemerataan. Pembangunan negara yang diongkosi utang
luar negeri, dan merajalelanya perilaku kolusi dan korupsi pada semua lini
pemerintahan, telah meremukkan sendi-sendi perekonomian bangsa. Tak kurang
70% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Mereka tidak mampu
menghidupi diri secara layak karena negara mengabaikan pemenuhan kebutuhan
pokok mereka. Himpitan ekonomi inilah yang menjadi salah satu pemicu orang
berbuat nekat melakukan kejahatan, termasuk munculnya KDRT. Banyak kasus
KDRT menimpa keluarga miskin, dipicu ketidakpuasan dalam hal ekonomi.

Dari sisi hukum, ketiadaan sanksi yang tegas dan membuat jera pelaku
telah melanggengkan kekerasan atau kejahatan di masyarakat. Seperti pelaku
pemerkosaan yang dihukum ringan, pelaku perzinaan yang malah dibiarkan, dan
lain lalin. Dari sisi sosial-budaya, gaya hidup hedonistik yang melahirkan perilaku
permisif, kebebasan berperilaku dan seks bebas, telah menumbuh-suburkan
perilaku penyimpangan seksual seperti homoseksual, lesbianisme dan hubungan

seks disertai kekerasan.
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Dari sisi pendidikan, menggejalanya kebodohan telah memicu ketidak-
pahaman sebagian masyarakat mengenai dampak-dampak kekerasan dan
bagaimana seharusnya mereka berperilaku santun. Ini akibat rendahnya kesadaran
pemerintah dalam penanganan pendidikan, sehingga kapitalisasi pendidikan hanya
berpihak pada orang-orang berduit saja. Lahirlah kebodohan secara sistematis
pada masyarakat. dan kemerosotan pemikiran masyarakat, schingga perilakupun
berada pada derajat sangat rendah.

Untuk persoalan ini, dibutuhkan penerapan hukum yang menyeluruh oleh
negara. Kalau tidak akan terjadi ketimpangan. Sebagai contoh sulit untuk
menghilangkan pelacuran, kalau faktor ekonomi tidak diperbaiki. Sebab, tidak
sedikit orang melacur karena persoalan ekonomi. Kekerasaan dalam rumah
tangga, kalau hanya dilihat dari istri harus mengabdi kepada suami, pastilah
timpang. Padahal dalam Islam, suami diwajibkan berbuat baik kepada istri.
Kekerasaan yang dilakukan oleh suami seperti menyakiti fisiknya bisa diberikan
sanksi diyat. Disinilah letak penting tegaknya hukum yang tegas dan menyeluruh.

Menurut Pasal 11 UU PKDRT, pemerintah bertanggung jawab dalam
upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan menurut Pasal 12 ayat (1)
menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah
tangga juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, nyatanya, sosialisasi
dan advokasi kekerasan dalam rumah tangga masih minim. Masih banyak
masyarakat yang belum mengetahui apalagi memahami UU PKDRT, bahkan di

kalangan aparat penegak hukum masih timbul berbagai persepsi.
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Sehubungan dengan banyaknya hal baru dalam UU PKDRT yang tidak
ditemukan dalam UU lain, seperti perlindungan sementara dan perintah
perlindungan, juga adanya tindak pidana berupa jenis kekerasan lain di luar
kekerasan fisik, diperlukan pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi aparat
penegak hukum dan pekerja sosial untuk menyamakan persepsi.

Di samping itu, diperlukan sosialisasi yang memadai bagi masyarakat luas,
terutama bagi para pihak yang berpotensi melakukan KDRT, sebagai upaya
pencegahan. Bagi pihak yang mungkin menjadi korban KDRT, sosialisasi perlu,
agar bila terjadi KDRT, ia dapat memperbaiki nasibnya karena telah mengetahui
hak-haknya.

UU PKDRT perlu direvisi pada bagian-bagian yang rancu dan perlu
penambahan jenis kekerasan, seperti kekerasan ekonomi dan kekerasan sosial.
Selain itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak
sejalan dengan napas kesetaraan gender, antara lain dengan merevisi UU
Perkawinan, agar peraturan perundang-undangan bisa saling mendukung dan tidak
saling bertentangan, supaya UU PKDRT dapat dirasakan efektivitasnya.

Penegakan hukum UU PKDRT tidak akan terlepas dari penegakan hukum
pada umumnya. Apabila negara tidak dapat menciptakan supremasi hukum,
perlindungan yang diatur dalam UU PKDRT hanya akan berupa law in book
(teori) belaka, sedangkan dalam law in action (praktik) akan sulit terwujud. Oleh

karena itu, supremasi hukum harus ditegakkan.
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2. Kekerasan rumah tangga terjadi disebabkan beberapa faktor, diantara

adalah faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan juga faktor lainnya.

F. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi syarat mengikuti ujian, untuk memperoleh gelar sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini
merupakan suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan mengakhiri
perkuliahaanya di Perguruan Tinggi dalam jenjang Pendidikan S1.

2. Untuk memperluas pengetahuan penulis dibidang ilmu Hukum Pidana
dan khususnya mengenai tindak kekerasan di dalam rumah tangga.

3. Untuk membantu pembaca, khususnya mahasiswa untuk mendapatkan

bacaan yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

G. Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Sumber data primer : ialah berupa data yang diperoleh dari penelitian
lapangan (field reseacrh).

2. Sumber data sekunder : ialah berupa data yang diperoleh dari penelitian
kepustakaan (library research) yang terdiri atas :
a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan.
b. Bahan hukum sekunder, berupa rancangan peraturan perundang-

undangan, literatur, jurnal serta hasil penelitian terdahulu.

c. Bahan hukum tertier, berupa kamus, ensiklopedia.
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H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari. Latar belakang, penegasan judul, alasasn
pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan pembahasan, metode
pengumpulan data, sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA, terdiri dari sub bab ; A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
Jenis-jenis Kekerasan, Menyusun Unsur Tindak Pidana Kekerasan, Peran
Masyarakat Dalam Mengatasasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB III HUBUNGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN,. Terdiri dari : A. Pengertian Tindak Pidana
Mati, Modus Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Unsur —Unsur Tindak
Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian. Faktor —Faktor Yang
mengakibatkan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB IV DAMPAK DAN SANKSI TERHADAP PELAKU KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA, terdiri dari : Akibat Dari Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Kepada Keluarga, Maupun Kepada Masyarakat. Proses Hukum Terhadap
Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kendala-Kendala Yang Dihadapi dalam
Proses Hukum, Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kekerran Dalam Rumah Tangga,
Upaya-upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah »Tangga. Kasus Posisi
dan Tanggapan Kasus.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN : terdiri dari , A. Kesimpulan dan Saran

LAMPIRAN.
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perempuan memang dapat dijaring dengan pasal-pasal kejahatan, namun hanya
terbatas pada tindak pidana umum. Sedangkan untuk perbuatan-perbuatan yang
termasuk sebagai tindak kekerasan dalam rumah tangga belum ada diatur secara

khusus dalam KUHP, kecuali pasal 356 KUHP.

Secara spesifik bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat

dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 terdiri dari :

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit,
atau luka berat. Kekerasan fisik dapat berupa dorongan, tendangan,
jambakan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan dengan alat
pemukul, kekerasan benda tajam, siraman zat kimia atau air panas,
menenggelamkan dan tembakan. Kadang-kadang kekerasan fisik ini diikuti
oleh kekerasan seksual baik berupa serangan ke alat-alat seksual (payudara
dan kemaluan) maupun berupa persetubuhan paksa (pemerkosaan).

2.Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya
rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya,
dan/atau penderitaan psikis beraut pada seseorang. Akibatnya si korban
kekerasan dalam rumah tangga itu akan tertekan dan makan hati, sehingga
dapat menimbulkan stres, menjadi pemurung dan bersifat tertutup kepada
orang lain, dan pikirannya akan terganggu karena ia selalu dibawah tekanan
suaminya, sehingga ia tidak mempunyai pengharapan untuk bebas dari
tekanan sang suami.

3. Kekerasan seksual meliputi :

a. Pemaksaan hubungan seksual, yang dilakukan terhadap orang yang
menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam ruang lingkup
rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan
tertentu.

4. Penelantaran rumah tangga. Bentuk kekerasan ini jarang dipermasalahkan
oleh para korbannya, yang termasuk dalam bentuk ini adalah segala hal yang
mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi serta
melarang untuk bekerja yang layak didalam maupun diluar rumah. Korban
selalu berada dibawah kendali orang tersebut, misalnya suami mengontrol
hak keuangan isterinya, memaksa atau melarang isteri bekerja untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberi uang belanja,
memakai/menghabiskan uang isteri.
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C. Unsur-unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya sama halnya
dengan unsur —unsur tindak kekerasan yang diatur dalam KUH Pidana. Namun
demikian, unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga dapat diperinci sebagai
berikut dibawah ini :
1.  Setiap orang, unsur ini menyatakan setiap subjek yang melakukan kekerasan.
2. Kekerasan, fisik, psikis, dan seksual.
3. Dalam lingkungan keluarga.

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa unsur yang paling penting,

agar suatu perbuatan dinyatakan

D. Peran Masyarakat Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 15 UU KDRT yang menyatakan bahwa masyarakat diminta bahkan
diwajibkan untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana; memberikan
perlindungan kepada korban; memberikan pertolongan darurat; dan membantu
proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Selain korban sendiri, kuasa keluarga atau orang lain dapat melaporkan
kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian (pasal 26 ayat 2), dan
dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua,
wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (Pasal 27). Artinya dalam hal ini
juga dituntut kesadaran masyarakat untuk dapat bersama menegakkan proses
penerapan undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Di

Dalam Rumah Tangga.
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rumah tangga (KDRT) sepanjang tahun 2008, meningkat cukup tinggi
dibandingkan yang terjadi pada 2007 yang hanya 216 kasus.

Dan menurut, WCC (Woman Crisis Center) Cahaya Perempuan dan LBH
Apik Medan tahun 2005 tercatat sebanyak 189 kasus, tahun 2006 meningkat
menjadi 198 kasus. Sedangkan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Dit Reksrim dan
Sejajaran Polda Sumut untuk tahun 2005 di Poltabes Medan tercatat sebanyak 9
kasus, Deli Serdang 6 kasus, Binjai 4 kasus, dan Tebing Tinggi sebanyak 7 kasus.

Tentu ini dapat mewakili potret buram rendahnya kesadaran suami,
masyarakat dan penegak hukum akan pentingnya perlindungan hak istri maupun
anak untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman di rumah sendiri. Suami,
dengan superioritas laki-laki yang bertumbuh di lingkungan budaya patriarkhi.
Masyarakat yang naif bahkan takut dituduh mencampuri urusan rumah tangga
orang lain. Dan penegak hukum yang belum serius menggunakan UU KDRT dan
Perlindungan Anak. Bersinergi, membuka ruang bagi meningkatnya angka KDRT
di lingkungan kita masing-masing.

Padahal, dalam UU KDRT itu sangat jelas tertulis bahwa ancaman
hukuman bagi suami yang rajin bertindak menyiksa anak dan istri tidak main-
main. Tidak ada kata penangguhan penahanan demi melindungi korban.
Masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi. Dan penegak hukum, diberi

kekebasan untuk mempermudah penanganan.
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(3) . penganiayaan dalam pasal 353 KUHPidana itu merupakan penganiayaan
biasa yang direncanakan.

Sedangkan penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal diatur
dalam pasal 354 KUHPidana, yakni mengenai penganiayaan berat yang
menyebabkan kematian seseorang. Yang diancam dengan pidana maksimal 8
tahun dan apabila menyebabkan kematian pada korban, maka ancaman
hukumannya dipertinggi menjadi 10 tahun penjara.

Berdasarkan kepada uraian pasal-pasal tersebut diatas, maka unsur-unsur
dari tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian adalah :

1. Barangsiapa

2. Menimbulkan luka berat

3. Menyebabkan kematian terhadap korban.
Ad. 1. Unsur barang siapa

Unsur barang siapa adalah ditujukan kepada setiap orang, siapa saja yang
melakukan tindak pidana penganiyaan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Ad. 2. Menimbulkan luka berat

Yakni akibat dari penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap korban
harus menimbulkan luka berat, mengenai luka berat diatur dalam pasal 90
KUHPidana.

Ad. 3 Menyebabkan kematian

Luka berat yang timbul akibat adanya penganiayaan yang dilakukan

terhadap korban berdampak kematian. Kematian korban haruslah dibuktikan

adanya kaitannya antara penganiayaan yang dilakukan. Sehingga jika dalam
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selang waktu yang cukup lama dari penganiayaan tersebut, maka jika korban
meninggal hal itu belum dapat dikatakan sebagai akibat dari penganiayaan, oleh

karennya haruslah diteliti terlebih dahulu sebab-sebab kematian dari korban.

D. Faktor —faktor Yang Mengakibatkan Terjadinya Kekerasan Ddalam

Rumah Tangga

Suatu hal pada dasarnya tidak akan terjadi apabila tidak ada faktor-faktor
yang dapat menyebabkan kekerasan terjadi di rumah tangga, dalam hal ini
kekerasan dalam rumah tangga dapat timbul dengan beberapa faktor
pendorongnya, antara lain :

1) Masalah komunikasi dan kepercayaan, hal ini sangat penting dalam suatu
hubungan dan tidak menutup kemungkinan jika komunikasi dan
kepercayaan tidak terbangun dengan baik akan menimbulkan suatu
konflik.

2) Masalah kedudukan dari suami dan istri dalam suatu rumah tangga dimana
hal ini bukan tidak jarang merupakan salah satu faktor penyebab apalagi
jika tidak ada kesepahaman antar pasangan.

3) Masalah ekonomi, dimana kecenderungan jika sebuah keluarga sedang
terhimpit masalah keuangan akan mungkin menimbulkan tindakan-
tindakan yang dapat berbentuk kekerasan dan juga tidak menutup
kemungkinan bagi keluarga yang dipandang cukup dari segi ekonomi bisa
jadi keegoisan akan muncul.

4) Masalah psikologi dari pasangan, jika salah satu dari suami istri memiliki
temperamen yang tinggi (emosional) dan bahkan dengan mudah “main

tangan”, hal ini juga bisa menjadi pemicu.
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5) Masalah seksual, banyak orang beranggapan istri adalah pihak yang
subordinat terutama dalam hal urusan ranjang karena dianggap hanya

sebagai pemuas, namun hal tersebut salah besar karena ada kesetaraan

dalam hal ini. Tapi pada kenyataan ada pasangan yang tidak “puas”

sehingga akan memunculkan kekerasan.

Kedua, faktor Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi, dimana
diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi perempuan untuk bekerja
mengakibatkan perempuan (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika
suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan. Ketiga,
faktor beban pengasuhan anak dimana istri yang tidak bekerja, menjadikannya
menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak
diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalah-kan istri sechingga tejadi
kekerasan dalam rumah tangga. Keempat yaitu faktor wanita sebagai anak-anak,
dimana konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum,
mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala
hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan
kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar
menjadi tertib, Kelima faktor orientasi peradilan pidana pada laki-laki, dimana
posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh
suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya
sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak
hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang

bertindak dalam konteks harmoni keluarga.
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Penerapan sistem itu telah meluluh-lantakkan sendi-sendi kehidupan asasi
manusia. Dari sisi ekonomi misalnya, sistem kapitalisme mengabaikan
kesejahteraan seluruh umat manusia. Sistem ekonomi kapitalistik menitikberatkan
pertumbuhan dan bukan pemerataan. Pembangunan negara yang diongkosi utang
luar negeri, dan merajalelanya perilaku kolusi dan korupsi pada semua lini
pemerintahan, telah meremukkan sendi-sendi perekonomian bangsa. Tak kurang
70% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Mereka tidak mampu
menghidupi diri secara layak karena negara mengabaikan pemenuhan kebutuhan
pokok mereka. Himpitan ekonomi inilah yang menjadi salah satu pemicu orang
berbuat nekat melakukan kejahatan, termasuk munculnya KDRT. Banyak kasus
KDRT menimpa keluarga miskin, dipicu ketidakpuasan dalam hal ekonomi.

Dari sisi hukum, ketiadaan sanksi yang tegas dan membuat jera pelaku
telah melanggengkan kekerasan atau kejahatan di masyarakat. Seperti pelaku
pemerkosaan yang dihukum ringan, pelaku perzinaan yang malah dibiarkan, dan
lain lain. Dari sisi sosial-budaya, gaya hidup hedonistik yang melahirkan perilaku
permisif, kebebasan berperilaku dan scks bebas, telah menumbuh-suburkan
perilaku penyimpangan seksual seperti homoseksual, lesbianisme dan hubungan
seks disertai kekerasan.

Dari sisi pendidikan, menggejalanya kebodohan telah memicu ketidak-
pahaman sebagian masyarakat mengenai dampak-dampak kekerasan dan
bagaimana seharusnya mereka berperilaku santun. Ini akibat rendahnya kesadaran
pemerintah dalam penanganan pendidikan, sehingga kapitalisasi pendidikan hanya

berpihak pada orang-orang berduit saja. Lahirlah kebodohan secara sistematis
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pada masyarakat. dan kemerosotan pemikiran masyarakat, sehingga perilakupun
berada pada derajat sangat rendah.

Untuk persoalan ini, dibutuhkan penerapan hukum yang menyeluruh oleh
negara. Kalau tidak akan terjadi ketimpangan. Sebagai contoh sulit untuk
menghilangkan pelacuran, kalau faktor ekonomi tidak diperbaiki. Sebab, tidak
sedikit orang melacur karena persoalan ekonomi. Kekerasaan dalam rumah
tangga, kalau hanya dilihat dari istri harus mengabdi kepada suami, pastilah
timpang. Padahal dalam Islam, suami diwajibkan berbuat baik kepada istri.
Kekerasaan yang dilakukan oleh suami seperti menyakiti fisiknya bisa diberikan
sanksi diyat. Disinilah letak penting tegaknya hukum yang tegas dan menyeluruh.

Menurut Pasal 11 UU PKDRT, pemerintah bertanggung jawab dalam
upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan menurut Pasal 12 ayat (1)
menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah
tangga juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, nyatanya, sosialisasi
dan advokasi kekerasan dalam rumah tangga masih minim. Masih banyak
masyarakat yang belum mengetahui apalagi memahami UU PKDRT, bahkan di
kalangan aparat penegak hukum masih timbul berbagai persepsi.

Sehubungan dengan banyaknya hal baru dalam UU PKDRT yang tidak
ditemukan dalam UU lain, seperti perlindungan sementara dan perintah
perlindungan, juga adanya tindak pidana berupa jenis kekerasan lain di luar
kekerasan fisik, diperlukan pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi aparat

penegak hukum dan pekerja sosial untuk menyamakan persepsi.
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Di samping itu, diperlukan sosialisasi yang memadai bagi masyarakat luas,
terutama bagi para pihak yang berpotensi melakukan KDRT, sebagai upaya
pencegahan. Bagi pihak yang mungkin menjadi korban KDRT, sosialisasi perlu,
agar bila terjadi KDRT, ia dapat memperbaiki nasibnya karena telah mengetahui
hak-haknya.

UU KDRT perlu direvisi pada bagian-bagian yang rancu dan periu
penambahan jenis kekerasan, seperti kekerasan ekonomi dan kekerasan sosial.
Selain itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak
sejalan dengan napas kesctaraan gender, antara lain dengan merevisi UU
Perkawinan, agar peraturan perundang-undangan bisa saling mendukung dan tidak
saling bertentangan, supaya UU PKDRT dapat dirasakan efektivitasnya.

Penegakan hukum UU KDRT tidak akan terlepas dari penegakan hukum
pada umumnya. Apabila negara tidak dapat menciptakan supremasi hukum,
perlindungan yang diatur dalam UU PKDRT hanya akan berupa law in book
(teori) belaka, sedangkan dalam law in action (praktik) akan sulit terwujud. Oleh

karena itu, supremasi hukum harus ditegakkan.
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BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga antara lain
karena laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat,
kebudayaan kita yang menggantungkan ekonomi kepada suami, masyarakat
memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah sosial akan
tetapi masalah intern keluarga, dan kurang disosialisasikannya lembaga-
lembaga yang memberi layanan langsung terhadap kasus kekerasan dalam
rumah tangga.

2. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah
tangga telah diatur dalam KUHP (hukum pidana materiil) dalam bentuk
tindak pidana kesusilaan, perkosaan, pembunuhan, penganiayaan dan lain-
lain, serta dibentuknya suatu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap
perempuan dengan Keppres nomor 181 tahun 1998, serta lahirnya undang-
undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan
dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan hukum bagi korban
kekerasan dalam rumah tangga schingga perempuan (isteri) dapat
menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah tangga yang baik dan tercipta
suatu rumah tangga yang utuh dan bebas dari segala bentuk kekerasan
seksual, fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga, sebagai bukti konkret

sikap formal negara yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah
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